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ABSTRACT

Indonesia adheres to a presidential system of government where the
president has prerogative in determining ministers. As stipulated in Law number
39 of 2008 article 22 paragraph 1 concerning state ministries. The president's
discretion in determining ministers sometimes makes ministers not in accordance
with their fields and appoints ministers because of pressure to share seats with his
coalition parties. Conceptually in the presidential system, the president's authority
in determining ministers is an effort to support the effectiveness of government
work. So it is necessary to provide the requirements and qualifications of
prospective Ministers, the alternative to providing the qualifications of the Minister
is the application of the zaken cabinet in Indonesia with the qualifications of
someone who can become a Minister is to consider that someone is an expert
professional, and has integrity in a particular field.

Thus the formulation of the problem can be drawn, namely How are the
opportunities and challenges of applying the zaken cabinet as a Ministerial
qualification in Indonesia? and how is the urgency of applying the zaken cabinet as
a Ministerial qualification in Indonesia in terms of maslahah? this research will be
dissected using the type of library research or library research with descriptive-
analytical research nature and conceptual approach and juridical-normative
approach. The data obtained in this study are primary legal materials, namely Law
39 of 2008 and secondary legal materials, namely books, journals and previous
research.

The results of this study are the opportunities for the application of the
zaken cabinet as a Ministerial qualification in Indonesia including. first, historical
factors, second, presidential government system factors. third, There is no
parliamentary pressure. Fourth, there is a re-discussion of ministerial
qualifications during the reform period. As for the challenges, first, the application
of the zaken cabinet in Indonesia in the past was when Indonesia adhered to the
parliamentary system of government, second, the application of the presidential
threshold, third, the multi-party presidential system, fourth, the absence of rules
governing the zaken cabinet, fifth, the parameters of expert qualifications of a
Minister in order to fill the position of Minister in the zaken cabinet. Giving certain
qualifications to the Minister will have a beneficial impact, namely if a mandate is
given to the expert, the mandate can be completed properly and have a good impact
on society in general.

Keywords: Zaken Cabinet, Presidency, Minister, Maslahah



ABSTRAK

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dimana presiden
memiliki hak prerogatif dalam menentukan menteri. Sebagaimana diatur dalam
Undang-undang nomor 39 tahun 2008 pasal 22 ayat 1 tentang kementerian negara.
Keleluasaan presiden dalam menentukan Menteri kadangkala menjadikan menteri
tidak sesuai dengan bidangnya dan mengangkat menteri karena desakan bagi bagi
kursi kepada partai koalisinya. Secara konseptual dalam sistem presidensial,
kewenangan presiden dalam menentukan menteri adalah upaya untuk mendukung
efektivitas kerja pemerintahan. Maka perlu diberikan syarat dan kualifikasi calon
Menteri, Alternatif pemberian kualifikasi Menteri tersebut adalah penerapan
kabinet zaken di Indonesia dengan kualifikasi seseorang bisa menjadi Menteri
adalah mempertimbangkan seseorang tersebut merupakan profesional ahli, dan
memiliki integritas dalam bidang tertentu.

Dengan demikian dapat ditarik rumusan masalah yakni Bagaimana
peluang dan tantangan penerapan kabinet zaken sebagai kualifikasi Menteri di
Indonesia? dan bagaimana urgensi penerapan kabinet zaken sebagai kualifikasi
Menteri di Indonesia ditinjau dari maslahah? pada penelitian ini akan dibedah
menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau library research dengan sifat
penelitan deskriptif-analistis dan pendekatan Pendekatan konseptual (conceptual
approach) dan Pendekatan yuridis-normatif. Data yang diperoleh dalam penelitian
ini menjadi bahan hukum primer yaitu UU 39 tahun 2008 dan bahan hukum
sekunder yaitu buku, jurnal dan penelitian terdahulu.

Hasil penelitian ini adalah peluang diterapkanya kabinet zaken sebagai
kualifikasi Menteri di Indonesia diantaranya. pertama factor sejarah kedua, faktor
sistem pemerintahan presidensial. ketiga, Tidak ada tekanan parleman. Keempat,
Adanya pembahasan ulang kualifikasi Menteri pada masa reformasi. Adapun
tantanganya pertama, Penerapan kabinet zaken di Indonesia pada masa lalu adalah
saat Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer kedua, penerapan
presidential threshold ketiga, sistem presidensial multi partai keempat, Belum
adanya aturan yang mengatur kabinet zaken kelima, Parameter kualifikasi ahli
seorang Menteri agar dapat mengisi jabatan Menteri dalam kabinet zaken.
Pemberian kualifikasi tertentu pada Menteri akan memberikan dampak
kemashlahatan yakni apabila sesuatu amanah diberikan kepada yang ahlnya maka
Amanah tersebut bisa dituntaskan dengan baik dan berdampak baik pula pada
masyarakat secara umum.

Kata Kunci: Kabinet zaken, Presidensial, Menteri, Maslahah
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"Dan (ingatlah) tatkala Pemelihara kalian mengumumkan bahwasanya jika kalian
bersyukur, maka sungguh Aku akan tambah untuk kalian (akan nikmat). Dan jika
kalian kufur, sesungguhnya siksa-Ku sangatlah pedih."

Ibrahim (14): 7

"Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan mencapai tujuannya".
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan

bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan

Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini

meng- gunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama

Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya

adalah sebagai berikut

A. Konsonan Tunggal

Huruf | Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba’ b be
< Ta t te
& Sa’ $ es (dengan titik di atas)
d Jim j je
d Ha’ h ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha’ kh ka dan ha
3 Dal d de
3 74l 7 zet (dengan titik di atas)
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R
zai
sin
syin
sad
dad
ta’
za
‘ain
gain
70
qaf
kaf
lam
mim
nun
waw
ha’

hamzah

b

ya

er
zet
es
es dan ye
es (dengan titik di bawah)
de (dengan titik di bawah)
te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik di bawah)
koma terbalik di atas
ge
ef
qi
ka
el
em
en
w
ha
apostrof

Ye




B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

ditulis Muta‘addidah

3 ditulis ‘iddah

C. Ta’ marbiitah
Semua ¢a@’ marbiitah ditulis dengan A, baik berada pada akhir kata tunggal
ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata
sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah
terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali

dikehendaki kata aslinya.

-

4asa ditulis hikmah
e ditulis ‘illah
sl N1da) 8 ditulis karamah al-auliya’

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

e Fathah ditulis A
e i Kasrah ditulis i
= Dammah ditulis u
Jad Fathah ditulis fa‘ala
Y Kasrah ditulis zukira
Ry Dammah ditulis yazhabu

Xi




E. Vokal Panjang

1. fathah + alif ditulis a
Llala ditulis Jjahiliyyah
2. fathah + ya’ mati ditulis a
v ditulis tansa
3. Kasrah + ya’ mati ditulis 7
pm s ditulis karim
4. Dammah + wawu mati ditulis i
o2y p ditulis furid

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya’ mati ditulis ai
Al ditulis bainakum

2. fathah + wawu mati ditulis au
Jb ditulis qgaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
A ditulis A’antum
@iel ditulis Uiddat
Al KL ditulis La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam
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awal “al”

Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf

Al

okl

-

ditulis

ditulis

Al-Qur’an

Al-Qiyas

Syamsiyyah tersebut

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama

s lawdl ditulis As-Sama’
i) ditulis Asy-Syams
Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut penulisannya
a9 Al g ditulis Zawi al-furiid
L) Jal ditulis Ahl as-sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Bahasa Arab yang umum atau lazim terdapat dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadist, zakat dan mazhab.

2. Penulisan judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah

dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab
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3. Penulisan nama pengarang yang menggunakan nama bahasa Arab, tapi
berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Muhammad,
Ahmad, Syakur, Soleh.

4. Nama Penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Toko Haramain, Yanbu’.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum sistem pemerintahan negara Indonesia menganut
“sistem presidensial” dijelaskan terang dan sistematis dalam Undang-Undang
Dasar 1945." Sistem presidensial adalah suatu sistem yang pusatnya terletak
pada kedudukan presiden sebagai kepala pemerintahan (head of government)
dan kepala negara (head of state).> Dalam sistem presidensial ini, kedudukan
eksekutif tidak hanya bergantung kepada badan perwakilan rakyat. Sebagai
kepala pemerintahan Presiden akan menunjuk menteri-menterinya yang akan
memimpin departemennya masing-masing dan mereka hanya bertanggung
jawab kepada Presiden. Kalaupun lembaga perwakilan rakyat tidak sependapat
dengan kebijakan para menteri tersebut, lembaga perwakilan rakyat tidak bisa
memberhentikan presiden atau menteri. Karena pembentukan kabinet itu tidak
tergantung dari badan perwakilan rakyat atau tidak memerlukan dukungan
kepercayaan dari badan perwakilan rakyat itu, maka menteripun tidak bisa
diberhentikan olehnya.?

Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945:

(1) “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan
menurut Undang-Undang Dasar.”

! Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945,
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), him. 158.

2 Rendy Adiwilaga, dkk, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Sleman: Penerbit Deepublish,
2018). him. 10.

3 Nomensen Sinamo, Perbandingan Hukum Tata Negara, (Jakarta: Jala Permata Aksara,
2010), him. 68.



Dalam penyelenggaraan pemerintahan, presiden akan dibantu oleh
menteri, dan menteri melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam pemerintahan.
Telah diatur pada BAB IV Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan
sejumlah hal berikut:

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
(3) Setiap menteri membidangi usaha tertentu dalam pemerintahan.

(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara
diatur dalam undang-undang.

Ketentuan mengenai susunan Kementerian Negara Indonesia
berpedoman pada Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan mengatur bahwa Presiden berhak membentuk lembaga
kementerian. Undang-Undang ini memudahkan Presiden dalam menyusun
Kementerian Negara karena secara jelas dan tegas mengatur kedudukan, tugas,

fungsi, dan susunan organisasi Kementerian Negara.

Menurut Jimly Assidhiddiqie, Pasal 17 ayat 2 dan 3 Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan, bahwa

(1) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(2) setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Ketentuan ini berarti: Pertama, presiden memiliki kekuasaan untuk
mengangkat dan memberhentikan menterinya berdasarkan hak prerogatifnya,
menjadikannya sebagai “pembantu” dalam pelaksanaan pemerintahan. Kedua,
setiap Menteri akan menjalankan tugas sesuai dengan bidang yang di tentukan
oleh Presiden. Oleh karena itu, kecuali untuk kondisi tertentu, tidak ada

justifikasi untuk merangkap jabatan, jika menteri tidak dapat menjalankan



tugasnya karena sesuatu hal, maka diangkat menteri lain untuk menjalankan

tugas jabatan menteri yang bersangkutan.*

Undang Undang yang mengatur mengenai kementerian negara adalah
Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 disana juga mengatur mengenai syarat
menjadi Menteri yakni terdapat dalam pasal 22 ayat (2) Undang Undang No 39

Tahun 2008 antara lain:

1. Warga negara Indonesia

2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi
kemerdekaan

4. Sehat jasmani dan rohani

5. Memiliki integritas dan kepribadian yang baik

6. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal ini sangatlah umum jika dijadikan syarat kualifikasi menteri.
maksud dari beberapa ungkapan syarat menteri yang sangat umum tersebut
adalah dalam rangka untuk tidak membatasi hak presiden dalam memilih

menteri, tetapi perlu juga memberikan penegaskan bahwa menteri yang

4 Titik Triwulan Tutik, Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Depok: Prenadamedia Group, 2017), him.
189.



dilantik nantinya memiliki integritas dan kepribadian yang baik sehingga perlu
adanya aturan atau sistem yang mengatur kualifikasi Menteri tersebut. Namun,
Presiden juga mengharapkan keterampilan menteri dan pengalaman manajerial
yang diperlukan, serta kemampuan untuk bekerja secara kolaboratif sebagai

tugas pembantuan Presiden.

Pada praktinya seringkali presiden memilih Menteri yang tidak
kompeten dalam bidangnya. Sebagai contoh banyak menteri dipilih
berdasarkan partai pendukungnya ketika pemilihan presiden. Hal ini sah sah
saja akan tetapi seringkali Menteri yang dipilih tidak sesuai dengan kapabilitas
dibidang yang ditunjuk oleh presiden. Problem lainya pendidikan menteri
seringkali tidak sesuai dengan bidang kementerian yang diamanahkan oleh

presiden,

Selain itu Menteri hari ini dipilih sebagai sarana bagi bagi kursi politik
kepada tim suksesnya maupun partai politik yang mendukung presiden pada
pemilu sebelumnya sebagai contohnya adalah penambahan kursi wakil Menteri
yang secara tupoksi dan urgensinya dipertanyakan banyak pihak tetapi justru

diberikan kepada para simpatisan dan tim sukses presiden terpilih.

Pada akhirnya presiden harus benar-benar mencari sosok yang
profesional dan orang-orang yang punya integritas artinya spirit dalam
mengelola pemerintahan khususnya dalam konteks menentukan cara atau
mekanisme pemilihan sumber daya manusia yang hendak menjadi agen atau

pelaku pemerintahan terutama seorang pimpinan mesti berdasarkan



kompetensi (rekam jejak seperti prestasi dan kinerja) yang dimilikinya hal
inilah yang dimaksud dengan meritokrasi sistem. Dengan adanya susunan
kabinet yang berisikan ahli harapanya peran Menteri negara menjadi lebih
profesional dan efektif. Susunan Menteri yang berisi para ahli inilah yang

nantinya membentuk Kabinet zaken bukan representasi partai politik tertentu.

B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai
bahan bahasan penelitian yaitu:
1. Bagaimana peluang dan tantangan penerapan kabinet zaken di Indonesia?
2. Bagaimana urgensi penerapan kabinet zaken sebagai kualifikasi Menteri

di Indonesia ditinjau dari maslahah?

C. Tujuan dan Kegunaan
Berangkat dari latar belakang dan rumusan masalah diatas tujuan dan
kegunaan penelitian adalah:
1. Tujuan Penelitian
a. Mengetahui peluang dan tantangan penerapan kabinet zaken sebagai
kualifikasi Menteri di Indonesia
b. Mengetahui urgensi penerapan kabinet zaken sebagai kualifikasi
menteri di Indonesia ditinjau dari maslahah
2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk

menjadi penambah wawasan keilmuan bagi pembaca mengenai



kabinet zaken khususnya mengenai kabinet zaken sebagai kualifikasi
Menteri di Indonesia

b. Kegunaan akademis penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan
untuk penelitian lebih lanjut khususnya mengenai penerapan kabinet
zaken sebagai kualifikasi Menteri di Indonesia.

c. Kegunaan praktis hasil penelitian ini bisa menjadi alternatif

rekomendasi mengenai penerapan kabinet zaken sebagai kualifikasi
Menteri di Indonesia
D. Telaah Pustaka

Kegiatan penelitian selalu berangkat dari pengetahuan yang ada, dan
biasanya semua ilmuwan memulai penelitiannya dengan mempelajari hal-hal
yang telah ditemukan oleh para ahli lainnya. Berawal dari apa yang ditemukan
para ahli, hal ini dapat dilakukan dengan cara memahami, mengamati,
menganalisis dan mengidentifikasi hasil penelitian berupa jurnal, tesis, tesis
atau publikasi ilmiah yang ada. Adapun penelitian terdahulu yang relevan
dengan pembahasan penelitian diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Abd. Rahimm dengan judul “Eksistensi Hak
Konstitusional Presiden dalam Pengangkatan Menteri Negara” diterbitkan oleh
Departemen Hukum Tatanegara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Makassar tahun 2020 yang membedakan dengan penelitian ini adalah
pembahasan utama penelitian ini mengenai penerapan kabinet zaken sebagai
kualifikasi Menteri di Indonesia.

Tesis yang ditulis oleh Yusron Munawir dengan judul “Problematik



Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Perombakan Kabinet Indonesia
Bersatu II” diterbitkan oleh Program Magister (S2) [lmu Hukum Program
Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2013
fokus kajian yang membedakan dengan penelitian ini adalah pembahasan
utama penelitian ini mengenai penerapan kabinet zaken sebagai kualifikasi
Menteri di Indonesia.

Jurnal yang ditulis oleh Novendri M. Nggilu, Fence M. Wantu dengan
judul “Menapaki Jalan Konstitusional Menuju Zaken Cabinet : Ikhtiar
Mewujudkan Pemerintah Berkualitas Konstitusi” yang terbit dalam jurnal
Samudra Keadilan Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2020 fokus kajian yang
membedakan dengan penelitian ini adalah pembahasan utama penelitian ini
mengenai penerapan kabinet zaken sebagai kualifikasi Menteri di Indonesia.

Jurnal yang ditulis oleh dengan judul “Kolaborasi Kabinet Zaken dan
Kabinet Koalisi dalam Pembentukan Kabinet Efektif” yang terbit dalam jurnal
ilmiah mimbar demokrasi Vol. 19 No. 2 April 2020 perbedaan dengan
penelitian ini adalah pembahasan utama penelitian ini mengenai penerapan
kabinet zaken sebagai kualifikasi Menteri di Indonesia.

Jurnal yang ditulis oleh Mu“ammar Zayn Qadafy Dosen STIT Islamiyyah
Karya Pembangunan Paron Ngawi dengan judul Meritokrasi Perspektif Al-
Qur’an. Letak perbedaan anatara jurnal ini dengan penelitian yang saya buat
adalah jurnal ini membahas mengenai meritokrasi dalam prespektif Al-Quran
sedangkan penelitian yang saya buat memiliki pembahasan peluang dan

tantangan penerapan kabinet zaken sebagai kualifikasi menteri di Indonesia



E. Kerangka Teoritik
Pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan
pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita
mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita
mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan
permasalahan.’
1. Teori Mashlahah.

Menurut bahasa, kata maslahah berasal dari Bahasa Arab dan telah
dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahah, yang berarti
mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak
kerusakan.® Menurut bahasa aslinya kata maslahah berasal dari kata
salahu, yasluhu, salahan, zl= , zlay | \slla artinya sesuatu yang baik,
patut, dan bermanfaat. Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak
terikat dengan dalil agama (al-Qur’an dan al-Hadits) yang membolehkan
atau yang melarangnya.” Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas,
tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur’an dan al-Hadits) yang

membolehkan atau yang melarangnya,®

5 Jujun S.Soeryasumantri. Filsafat llmu Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta: Sinar
Harapan, 1978), hlm. 316.

¢ Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, (Semarang: Bulan Bintang,
1955), him. 43.

7 Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan
Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973), him. 219.

8 Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, (Semarang: Bulan Bintang,
1955), hlm. 43.



Kemudian para ahli ushul figh memaknai maslahah mursalah sebagai berikut:

a. Al- Khawarizmi (W. 997H) memberikan definisi bahwa mashlahah

adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana/
kerusakan/ hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).

b. Al-Thufi (657 H-716 H) merumuskan definisi mashlahah menurut
‘urf (pemahaman umum yang berlaku di masyarakat) adalah sebab
yang membawa kepada kemashlahatan manfaat), seperti bisnis
menyebabkan seseorang memperoleh untung. Menurut pandangan
hukum Islam, mashlahat adalah sebab yang membawa akibat bagi
tercapainya tujuan Syari’, baik dalam bentuk ibadat maupun
adat/mu’amalat. Kemudian mashlahat itu terbagi menjadi dua :

1) mashlahat yang dikehendaki oleh Syari’ sebagai hak
prerogatif- Nya seperti ibadat, dan

2) mashlahat yang dimaksudkan untuk kemashlahatan makhluk/
umat manusia dan keteraturan urusan mereka.

c. Al-Ghazali (450 H- 505 H) memberikan definisi mashlahat menurut
makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak mudharat/ hal-
hal yang merugikan. Akan tetapi, bukan itu yang kami kehendaki,
sebab meraih manfaat dan menghindar dari mudharat adalah tujuan
makhluk (manusia). Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya
tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan maslahat ialah
memelihara tujuan syara’ / hukum Islam. Tujuan hukum Islam yang

ingin dicapai dari makhluk atau manusia ada lima, yaitu memelihara



agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang
mengandung tujuan memelihara ke lima hal ini disebut mashlahat; dan
setiap hal yang meniadakannya disebut mafsadah dan menolaknya

disebut mashlahat

2. Teori Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan dalam arti yang sempit merupakan kajian
memperlihatkan hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam sebuah
negara. Berdasarkan hasil kajian dua model pemerintahan sistem
parlementer dan presidensial. dalam ssitem pemerintahan dalam arti luas
merupakan suatu kajian pemerintahan negara yang bertolak hubungan
antara semua orga negara hubungan antara pemerintahan pusat dengan
bagian-bagian yang ada di negara. Berpatokan dalam sistem pemerintahan
negara dibedakan menjadi negara kesatuan, negara serikat dann negara
konfederasi. Sedangan sistem pemerintahan dalam arti luas merupakan
kajian yang menitik beratkan hubungan antara negara dan rakyat.
berdasarkan kajian sistem pemerintahan monarki aristokrasi pemerintahan
demokrasi. Dalam sistem pemerintahan presidensial ditegaskan harus ada
pemisahan kekuasaan perundang-undangan sistem pemerintahan
presidensial juga merupakan pada jabatan kepala pemerintahan (kead of
government) sekaligus sebagai kepala pemerintahan (head of state) dalam

sistem ini badan eksekutif yang diwakili oleh presiden, tidak bertanggung

10



jawab kepada badan legislatif.’

Sistem presidensial meniscayakan adanya jabatan presiden terpisah,
baik secara kelembagaan, personal dan parlemen (legislatif) maupun
yudikatif. Montequieu melalui teori trias politika, mengejawantahkan
pemisahan kelembagaan dan personalia secara tegas membedakan sumber
kekuasaan dalam negara. Selain itu, prinsip keterpilihan secara langsung
oleh rakyat (direct popular vote) untuk masa jabatan tetap (fixed term of
office) bertujuan memantapkan legitimasi presiden di hadapan rakyat.
Prinsip krusial sistem presidensial adalah presiden sebagai sole ex-ecutive
tidak terbagi kekuasaannya dalam jabatan kepalanegara (head of state) dan
jabatan kepala pemerintahan (head of government). Muhtadi
menambahkan bahwa, jabatan presiden dalam sistem presidensial
mengandaikanadanya  peleburan  kekuasaan = seremonial  dan
kekuasaanpolitik (fusion of ceremonial and political powers) guna
menghindari terjadinya tumpang tindih fungsi wewenang kekuasaan
eksekutif !

Sebagaimana Dougles V. Verney yang dikutip oleh Ellydar Chaidir,
ciri-ciri sistem pemerintahan Presidensial yaitu:

a. Majelis tetap sebagai Majelis,

b. Eksekutif tidak dibagi,

him. 6-9.

° Adiwilaga Rendy dkk. Sistem Pemerintahan Indonesia.(Sleman: Deepublish., 2018)

10 Baharuddin Thabhir, Term of reference (TOR) Pemerintah dan Pemerintahan Indonesia

sebuah bunga rampai, (Jatinangot: Institut pemerintahan dalam negeri IPDN 2019) hlm. 27.
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c. Kepala pemerintah juga kepala negara,

d. Presiden mengangkat menteri yang memimpin departemen,

e. Presiden adalah eksekutif tunggal,

f. Majelis tidak boleh menduduki jabatan Majelis,

g. Eksekutif bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya,

h. Presiden tidak dapat membubarkan Majelis,

i. Majelis berkedudukan lebih tinggi daripada cabang
pemerintahan dan tidak ada peleburan bagian legislatif dan
eksekutif,

j.  Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada pemilih, dan

k. Tidak ada fokus kekuasaan dalam sistem politik.!!

Secara konseptual, menteri dalam sistem presidensial adalah
sepenuhnya pembantu presiden, artinya menteri dalam kabinet merupakan
perpanjangan tangan presiden yang melaksanakan sepenuhnya kebijakan
yang telah digariskan oleh presiden. Tidak boleh ada campur tangan partai
dalam penentuan garis-garis kebijakan dari presiden kepada menterinya.
Mengingat bahwa dalam sistem presidensial, program eksekutif
sepenuhnya berpatokan kepada kontrak sosial antara Presiden dengan
rakyat. Tidak ada ikatan kepentingan program dengan partai, walaupun
Presiden dicalonkan oleh koalisi partai tertentu. Hal ini berbeda dengan
penjabaran fungsi menteri dalam sebuah kabinet parlementer. Pada kabinet

parlementer, menteri adalah pengemban misi partai atau dapat pula

11 Ibid hlm. 27.
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dikatakan sebagai representasi partai-partai dalam kabinet koalisi di

lembaga eksekutif. Maka dalam kabinet koalisi, program kerja kabinet

adalah produk kompromi antara kepentingan partai anggota dengan partai
pemenang.
F. Metode Penelitian

Pengertian penelitian disebutkan bahwa suatu proses penyelidikan yang
ilmiyah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyimpulan data
berdasarkan pendekatan, metode, dan teknik tertentu untuk menjawab suatu
permasalahan.'?

Metode penelitian hukum didefinisikan sebagai ilmu tentang tata cara
melakukan penelitian hukum dengan teratur dan sistematis. Metode dalam
penelitian hukum berfungsi memberikan pedoman mengenai tata cara
mempelajari, menganalisa, dan memahami dalam melakukan penelitian
hukum®. Dari pengertian diatas metode penelitian dapat dimaknai sebagai
proses penguraian mengenai tata cara yang sistematis dan logis bagaimana
penelitian hukum itu dilakukan,

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yakni:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau /ibrary
research Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (/ibrary

research) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan

12 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru, (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 2012), him. 2.

13 Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi,
(Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016), him. 26.
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data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpus, seperti
buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.'* Penelitian
kepustakaan (/library research) yaitu penelitian yang pengumpulan
datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur.
Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga
berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar.
Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai
teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat
dipakai untuk menganaliis dan memecahkan masalah yang diteliti.!
2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif-analistis Adapun pengertian dari deskriptif yaitu suatu metode
yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu
objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan
sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang
berlaku untuk umum.'® penelitian deskriptif analisis ini mengambil
masalah mengenai peluang dan tantangan penerapan kabinet zaken
sebagai kualifikasi menteri di indonesia kemudian dideskripsikan dan

dianalisis.

14 Abdul Rahman Sholeh, Pendidikan Agama dan Pengembangn untuk Bangsa, ( Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2005), him. 63.

15 Sarjono. DD., Panduan Penulisan Skripsi, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama
Islam, 2008), him. 20.

16 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
(Bandung: Alfabeta 2014). him. 20.
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3. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan dikaji
lebih lanjut dengan pendekatan konseptual, Adapun deskripsinya sebagai
berikut

a. Pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan jenis
pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang
analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari
aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan
dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan. '’

b. Pendekatan yuridis-normatif jenis penelitian hukum yang dilakukan
secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum
dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-
undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau
norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap
pantas.'8

4. Sumber Data
Sumber data dimaknai sebagai darimana data penelitian itu
diperoleh, Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri

dari sumber data primer dan sumber data sekunder, penjabaranya yaitu:

17 Saiful Amam & Partners, Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam
Penelitian Hukum https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-
dalam-penelitian-hukum#:~: text = Pendekatan % 20 konseptual % 20 (conceptual %20 approach%
20 merupakan ,nilai%20yang%20 terkandung%?20dalam%20penormaan diakses pada 1 Desember
2022.

8 Amiruddin & Zainal asikin, pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja
Grafindo Persada 2012). hlm. 118.
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a. Sumber Data Primer
Data utama yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu
Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
dan peraturan perundang undangan terkait.
b. Sumber Data Tersier
Data pendukung yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku,
jurnal ilmiah, skripsi, sumber digital yang berkaitan dengan kabinet
zaken sebagai kualifiksi Menteri di Indonesia
5. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun berbagai
data literatur dengan membaca dan menganalisa sumber data primer
yakni peraturan per Undang Undangan, dan sumber data sekunder berupa
jurnal, buku, skripsi penelitian dan sumber didigital yang berkaitan
dengan tema penelitian
6. Analisi Data
Teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,
dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam
kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun
ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun
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orang lain."

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian adalah teknik kualitatif dengan memahami dan menganalisa
data yang kemudian dideskripsikan dan menginterpretasikan hasil olahan
data yakni berkaitan dengan tema penelitian

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai penelitian yang berjudul
"Peluang dan Tantangan Penerapan Kabinet Zaken Sebagai Kualifikasi
Menteri di Indonesia" maka penulis akan membagi kerangka menjadi beberapa
bab yang terdiri dari beberapa sub bab, sehingga penelitian ini tersusun dengan
baik dan sistematis yang kemudian mudah untuk dimengerti dan dipahami,
maka sistematika pembahasan atau penulisan tersusun dari beberapa susunan,

yaitu :

bab pertama merupakan pendahuluan dari judul yang terdiri dari latar
belakang masalah yang akan diteliti, dan gambaran umum yang menyeluruh
tentang pokok permasalahan yang ada dalam penulisan ini kemudian dalam bab 1
ini terdapat sub bab diantaranya: rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode
dan sistematika pembahasan. alasan mengangkat judul penelitian ini

Bab kedua, berisi tentang penjabaran umum yang komprehensif dalam

aspek teori dasar untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang telah

19 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
(Bandung: Alfabeta 2014). him. 20.
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dipaparkan pada bab 1. Fokus utama pembahasan dalam bab ini adalah
mengenai teori yang digunakan teori maslahah dan teori sistem pemerintahan
presidensial serta konsep kabinet zaken

Bab ketiga, menjelaskan mengenai uraian potret kabinet zaken di
Indonesia dikaji dari sejarah dan perkembangan kabinet zaken kementerian di
Indonesia, sampling salah satu kabinet di Indonesia, dan juga bab 3 akan
menyampaikan kedudukan menteri dalam sistem pemerintahan indonesia
menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Bab keempat, menguraikan dan menganalisis dengan menjawab rumusan
masalah yang diangkat pada bab 1 terhadap hasil penelitian mengenai Peluang
dan Tantangan Penerapan Kabinet Zaken Sebagai Kualifikasi Menteri di
Indonesia"

Bab kelima, merupakan bab penutup, berisikan kesimpulan dan saran.
adapun saran berisikan saran yang yang dikemukakan untuk memberi masukan
kepada siapapun baik penulis maupun pembaca. dalam bab ini pula terlampir
daftar pustaka yang dimaksudkan untuk memberikan daftar sumber rujukan

yang digunakan dalam proses penyusunan skripsi.
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BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Undang Undang No 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara
merupakan hasil upaya dialektika ketatanegaraan dimasa reformasi, dimana
pada masa itu terdapat upaya pembenahan ketatanegaraan Indonesia pasca
lengsernya Presiden Soeharto yang banyak terdapat penyimpangan. namun
nafas perbaikan ketatanegaraan ini tidak secara rigid mengatur berkaitan proses

rekruitmen dan kualifikasi, kompetensi dan keahlian calon Menteri.

Dengan demikian perlu adanya kualifikasi dalam rangka menjamin
adanya kualitas dan keahlian menteri, sehingga akan berdampak pula
terjaminya kualitas dan akuntabilitas kabinet dan efektifitas kerja kelembagaan
kementerian itu sendiri. Diantara alternatif pemberian kualifikasi Menteri
tersebut adalah dengan penerapan kabinet zaken di Indonesia. Yakni dengan
kualifikasi seseorang bisa menjadi Menteri adalah dengan mempertimbangkan
seseorang tersebut merupakan profesional ahli, dan memiliki integritas dalam

bidang tertentu.

1. Melihat negara Indonesia hari ini, peluang adopsi kabinet zaken sebagai
kualifikasi Menteri di Indonesia diantaranya, pertama pada aspek sejarah
dimana Indonesia pernah mengupayakan kabinet zaken. kedua, Aspek

Sistem Pemerintahan Presidensial. ketiga, Tidak ada tekanan parleman
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dalam intervensi pembentukan kabinet. Keempat, Adanya pembahasan
ulang mengenai kualifikasi Menteri pada masa reformasi.

. Adapun tantangan penerapan kabinet zaken sebagai kualifikasi Menteri
di Indonesia pertama, Penerapan Kabinet zaken di Indonesia pada masa
lalu adalah saat Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer.
kedua, Penerapan Presidential threshold. ketiga, Sistem presidensial
multi partai. keempat, Belum adanya aturan yang mengatur kabinet
zaken. kelima, Parameter kualifikasi ahli seorang Menteri agar dapat
mengisi jabaran Menteri dalam kabinet zaken.

. Upaya penerapan kabinet zaken akan sangat sulit. Mengingat penerapan
kabinet zaken secara konsekuen akan terganjal banyak hal dan
berdampak pada banyak hal. Diantaranya adalah peranan presiden
tersandera oleh partai politik dan ormas pendukungnya selain itu data
mengenai Menteri kabinet Indonesia Maju pada bab 3, disebutkan pula
Menteri dari kalangan non partai politik tidak menjamin kualitas dari
Menteri tersebut sehingga problematika kualifikasi Menteri ini tidak
terletak pada penerapan kabinet zaken tetapi pada kualifikasi Menteri.
Hal ini harus dipertegas dari kalangan yang ahli dan profesional yang
dimaknai dengan profesional ahli ini bisa dari kalangan manapun yang
memilik integritas dan ahli dalam bidang tertentu. Perlu dilimitasi dan
diregulasi adalah kualifikasi Menteri dari kalangan parpol yang sedang

menduduki kursi Menteri selayaknya harus mawas diri mengingat
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ketugasanya adalah tugas negara bukan dari titipan parpol maupun
ormas.

. Diantara manfaat diterapkanya kabinet zaken yaitu pertama, efektifitas
kerja menteri negara kedua, indepedensi menteri negara, ketiga
keleluasaan menteri negara dalam membentuk program kerja / kebijakan.
Berdasarkan tantangan penerapan kabinet zaken tersebut, Presiden
selayaknya harus memilih Menteri setidak tidaknya dengan
mempertimbangkan beberapa hal berikut yakni pertama, Menteri yang
akan dipilih tidak pernah terlibat dalam kasus korupsi, maupun kasus
kejahatan pidana lainya. kedua, Presiden perlu memperhatikan rekam
jejak calon Menteri. Ketiga, Presiden mempertimbangkan gagasan calon
menteri. keempat, Kompetensi dari seorang Menteri sangat diperlukan
khususnya Menteri yang memiliki kompetensi dibidang yang
diampunya. kelima, Latar belakang Pendidikan, keenam Kemampuan
pemahaman mengenai administrasi negara ketujuh, Presiden diharapkan
membentuk kabinet zaken yang efektif, efisien, dan berisikan para ahli
yang profesional dibidangnya

. Pemberian kualifikasi tertentu pada Menteri akan memberikan dampak
kemashlahatan yakni apabila sesuatu amanah diberikan kepada yang
ahlinya maka amanah tersebut bisa dituntaskan dengan baik dan
berdampak baik pula pada masyarakat secara umum. Menteri yang ahli
dalam bidangnya akan memahami lebih detil mengenai problematika

masyarakat sehingga dapat membuat kebijakan yang tepat sasaran dan
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B. Saran

efektif. Selain itu Menteri yang profesional juga memiliki integritas dan
mengarah pada kebijakan yang berkeadilan akan berdampak maslahat
kebaikan kepada masyarakat secara umum

Dari tantangan dan peluang penerapan kabinet zaken sebagai kualifikasi
Menteri diatas, untuk mencapai jalan tengah problematika tersebut yakni
dengan mengkolaborasikan antara kabinet zaken dengan tetap
mengakomodasi Menteri yang berasal dari partai politik. Namun hal ini
harus dilimitasi dengan proporsi Menteri dari kalangan ahli dan
professional haruslah lebih banyak dibandingkan Menteri dari kalangan
partai politik, selain itu perlu peningkatan kualifikasi Menteri dengan
kriteria tertentu sesuai dengan bidang yang nantinya akan diampu oleh

Menteri tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dibuat. Proses penyelesaian ini

berjalan dengan baik. Dalam aspek penulisan tentunya skripsi ini perlu banyak

masukan dan saran. Untuk mencapai tahap kesempurnaan perlu adanya masukan

dan saran yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Adapun saran dari

hasil penelitian ini adalah:

l.

Perlu adanya penguatan literasi masyarakat secara berkaitan dengan
kabinet zaken, mengingat kajian mengenai kabinet zaken ini terbilang
terbatas dan asing di telinga masyarakat.

Pentingnya penguatan Lembaga kementerian dalam rangka tercapainya

efektifitas dan optimalisasi kinerja Lembaga kementerian negara.
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. Pentingnya kebijaksanaan presiden dalam menentukan, memilih,
menyeleksi, mengangkat dan memberhentikan Menteri.

. Presiden diharapakan mampu memilih Menteri yang professional dan
ahli dalam bidang yang diampunya yang antinya akan membantunya
dalam ketugasan eksekutif.

. Perlu adanya kajian lebih dalam mengenai kabinet zaken sebagai rujukan
pemerintah dalam membuat kebijakan khususnya dalam hal penerapan
kabinet zaken

. Menteri selayaknya memiliki kecapakan dan kualifikasi khusus dalam
bidang tertentu.

. Partai politik diharapkan mampu menjalankan fungsinya dengan baik
sebagai Pendidikan politik bagi kadernya tidak hanya berjuang atas nama
kepentingan pribadi, golongan dan konstituen tetapi dalam rangka
tercapainya tujuan negara Indonesia.

. Perlu adanya peran serta masyarakat dalam pembangunan dan perbaikan

hukum dan ketatanegaraan.
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